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GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 
  PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

NOMOR  22  TAHUN 2013 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN  PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR NUSA TENGGARA  TIMUR, 

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 7      

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5    

Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, maka Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2013 perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur; 

   b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2013; 

 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat I  Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1985  tentang Pajak Bumi dan Bangunan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049);  

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepubIik 

lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2013; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2  

Tahun  2008  tentang  Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 

2008 Nomor 002 Seri A Nomor 001); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10    

Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 010); 

16.  Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 

Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 05); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :   PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN   BELANJA 

DAERAH TAHUN  ANGGARAN 2013. 
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Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula 

berjumlah  Rp. 2.400.818.255.950,- bertambah  sejumlah Rp. 157.781.971.847,- 

sehingga menjadi     Rp 2.558.600.227.797,-  dengan rincian sebagai berikut : 

1.  Pendapatan 

a. Semula   Rp. 2.342.342.049.000,- 

b. Bertambah                                          Rp.      31.574.979.200,- 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan           Rp.  2.373.917.028.200.- 
 

2. Belanja 

a. Semula  Rp.  2.400.818.255.950,- 

b. Bertambah  Rp.     157.781.971.847,-  

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.  2.558.600.227.797,- 

 Surplus/(Defisit) setelah Perubahan       Rp.    (184.683.199.597,-) 
 

3. Pembiayaan  

a. Penerimaan  Pembiayaan 

1). Semula  Rp.     118.346.206.950,- 

2). Bertambah  Rp.     126.206.992.647,-    

Jumlah penerimaan  setelah Perubahan         Rp.     244.553.199.597,- 

b. Pengeluaran  Pembiayaan 

1). Semula  Rp.      59.870.000.000,- 

2). Bertambah/(berkurang) Rp.                             0,- 

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp.      59.870.000.000,- 

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan  Rp.    184.683.199.597,- 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah  

perubahan                     Rp.                           0,- 

 

 

Pasal 2 

 

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan  

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur  ini, yang  

terdiri dari : 

1. Lampiran I  Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 

2. Lampiran II  Rincian Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. 
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Pasal 3 
 

Peraturan Gubernur  ini  mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan Peraturan  

Gubernur  ini dengan penempatannya dalam Berita  Daerah   Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. 

 

Ditetapkan di  Kupang 

pada tanggal  17 Oktober 2013 

  

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 
 

TTD 

 

FRANS LEBU RAYA 

 

Diundangkan di  Kupang  

pada tanggal  17 Oktober 2013 

 

SEKRETARIS  DAERAH PROVINSI 

NUSA TENGGARA TIMUR, 
 

TTD 

 

FRANSISKUS SALEM 

 

BERITA   DAERAH  PROVINSI  NUSA  TENGGARA  TIMUR  TAHUN  2013 

NOMOR  022 

 


